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Abstrak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika, pengertian 

narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi 

sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam 

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut. Narkoba tidak hanya dapat 

merusak bangsa namun juga para pengedar dan penegak hukum, contohnya seperti yang dilakukan para 

reserse narkoba selaku penyidik kasus narkotika yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang 

bukti narkotika 200gram jenis shabu.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan 

tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika dan pertanggungjawaban pidana 

terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan tersebut. Jenis 

hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konsep. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan 

hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen baik 

secara konvensional maupun menggunakan tekhnologi informasi. 

Berdasarkan kasus penyimpangan yang dilakukan reserse narkoba selaku penyidik kasus 

narkotika yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkotika 200gram jenis shabu, 

menurut AIPTU Arizal Gumay Propam Polresta Palembang, menyatakan bahwa proses penyidikan yang 

dilakukan terhadap penyidik tetap dilakukan baik menyangkut pidananya, pelanggaran disiplin Polri 

maupun pelanggaran kode etik profesi  polri yang tercantum dalam pasal 17. Oleh karena itu diharapkan 

kepada aparat penegak hukum dapat menerapkan sanksi pidana terhadap penyidik yang melakukan 

penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika. 

 

Kata Kunci : UU No.35 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Narkotika, Penegak Hukum 

 

Abstract. According to Law Number 35 of 2009 Article 1 concerning Narcotics, the definition of narcotics 

is a substance or drug derived from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic which can 

cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can creates 

dependency, which is differentiated into categories as attached in the Law. Drugs can not only damage 

the nation but also dealers and law enforcers, for example, drug investigators as narcotics case 

investigators were made suspects in the case of embezzling evidence of 200 grams of methamphetamine. 

The purpose of this research is to determine the process of investigating investigators who commit the 

criminal act of embezzling evidence of the proceeds of crime in the form of narcotics and the criminal 

responsibility of investigators who commit the criminal act of embezzling evidence of the proceeds of the 

crime. The type of law carried out is normative juridical with a statutory approach and a conceptual 

approach. The legal materials used in this research are secondary data consisting of primary, secondary 

and tertiary legal materials. The collection of research materials in the form of normative legal materials 
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is carried out by searching, collecting and studying documents both conventionally and using information 

technology. 

Based on the case of irregularities committed by the narcotics investigator as a narcotics case 

investigator who was made a suspect in the case of embezzlement of 200 grams of narcotics evidence of 

the type of methamphetamine, according to AIPTU Arizal Gumay Propam Polresta Palembang, stated 

that the investigation process carried out against investigators was still being carried out regarding the 

crime, violations of police discipline and violation of the National Police's professional code of ethics as 

stated in article 17. Therefore, it is hoped that law enforcement officials can apply criminal sanctions 

against investigators who embezzle evidence of the proceeds of crime in the form of narcotics. 

 

Keywords: Law No.35 of 2009 Article 1 concerning Narcotics, Law Enforcement 

 

PENDAHULUAN 

 

Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga 

orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan 1,5 persen 

dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah 

peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar saja 

namun sampai merambah ke pelosok desa. 

 

Dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta 

penduduk ini tentu membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba. Padahal pada 

awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkoba, 

dikarenakan lokasi yang strategis. Seiring berjalannya waktu Indonesia bertransformasi, tidak 

hanya sebagai tempat peredaran narkoba namun juga sudah menjadi tempat menghasilkan 

narkoba, terbukti dengan ditemukannya beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia. 

Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, yang pada akhirnya dapat menimbulkan 

gangguan keamanan dan ketertiban nasional. 

Narkotika berasal dari bahasa inggris “narcotics” yang artinya obat bius. Narkotika 

adalah bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman yaitu Papaper Somniferum (Candu), 

Erythroxyion Coca (Kokain), dan Cannabis Sativa (Ganja) baik murni maupun bentuk 

campuran.
1
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, 

pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, 

mengurangi hilanngnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. 

Penyalahgunaan narkoba ini dapat menyebabkan ketergantungan, mengganggu sistem 

syaraf pusat dan dapat menyebabkan gangguan fisik, jiwa, sosial dan keamanan.Kerugian yang 

ditimbulkan juga sangat besar. Kerugian terhadap pribadi sendiri dapat terlihat dari perubahan 

perilaku, yang awalnya normal menjadi lebih pemuruh, pemarah, tidak peduli dengan sekitar 

hingga akhirnya akan menyakiti diri sendiri akibat gejala ketergantungan.
2
 

 

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga berdampak pada kecenderungan akan 

mengidap penyakit menular, baik dikarenakan menggunakan alat yang sudah terkontaminasi 

dengan virus yang  berbahaya, dan juga  akibat mengkonsumsi narkoba akan merusak sistem 

kekebalan tubuh. Bagi keluarga selain berdampak pada kerugian ekonomi akibat kebutuhan 

akan obat terlarang, korban penyalahgunaan narkoba ini secara tidak langsung telah mencoreng 

nama baik keluarga dimata masyarakat. Kehidupan sosial baik bagi penyalahguna narkoba 

                                                      
      

1
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba, yang diakses pada tanggal 19 November 2023, pada pukul 

01.22 WIB 

      
2
 http://indonesiabergegas.com/index.php?option=com_content&view= article&id=81:peredaran-

gelap-narkoba-dan-upaya-pencegahannya&catid=8&itemid=165, yang diakses pada tanggal 13 

November 2023, pada pukul 17.49 WIB 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba
http://indonesiabergegas.com/index.php?option=com_content&view
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maupun keluargaakan ikut terganggu. Korban penyalahgunaan narkoba ini akan cenderung 

untuk melanggar norma yang berlaku di masyarakat, sehingga memungkinkan dirinya untuk 

melakukan tindakan melawan hukum hanya untuk memenuhi hasratnya untuk kembali 

mengkonsumsi narkoba, seperti mencuri, merampok bahkan hingga membunuh sekalipun. 

Kerugian yang akan diterima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah semakin rusaknya 

generasi muda penerus bangsa yang akan membuat bangsa ini mengalami kemunduran yang 

bisa mengancam kestabilan nasional. 

Narkoba tidak hanya merusak bangsa namun juga para pengedar dan penegak hukum, 

contohnya seperti yang dilakukan reserse narkoba selaku penyidik kasus narkotika yang 

dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkotika 200 gram jenis shabu.
3
 

Seharusnya pelaksanaan proses penyidikan dilaksanakan oleh penyidik dengan wewenang 

sebagai berikut : 

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana 

2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian 

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka 

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan 

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 

7. Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau sebagai saksi 

8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

penyidikan 

9. Mengadakan penghentian penyidikan  

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

Pada upaya pembuktian dalam persidangan, penyitaan terhadap barang bukti penyidik 

mempunyai peranan yang sangat penting. Pada tindak pidana narkotika penyidik mempunyai 

wewenang melakukan penyitaan barang bukti berupa narkotika. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 

87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : 

a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Badan Narkotika 

Nasional (BNN) melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang 

diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan 

Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan 

pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat : 

1) Nama, jenis, sifat dan jumlah; 

2) Keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan 

penyitaan; 

3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor 

Narkotika; dan 

4) Tanda tangan dan identitas lengkap yang melakukan penyitaan. 

b. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang 

dilakukannya pada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 

(tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya 

disampaikan pada ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan 

Pengawas Obat dan Makanan. 

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : 

1. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika 

dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan 

barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik Badan Narkotika 

                                                      
      

3
 http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/berita/923-berkas-tiga-penyidik-narkoba-dilimpahkan-ke-

kajati.html, yang diakses pada tanggal 13 November 2023, pada pukul 17.54 WIB 

http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/berita/923-berkas-tiga-penyidik-narkoba-dilimpahkan-ke-kajati.html
http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/berita/923-berkas-tiga-penyidik-narkoba-dilimpahkan-ke-kajati.html
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Nasional (BNN) atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam 

waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan 

tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, 

Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan. 

2. Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 

waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit 

terjangkau karena faktor geografis atau transportasi. 

Selanjutnya dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

menyatakan : 

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas 

penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada dibawah penguasaannya. 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, dan pengawasan 

Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pihak yang berwenang atau Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) adalah anggota 

polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, 

merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus 

penyimpanan barang bukti. 

Barang bukti ditempatkan di ruangan atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan 

berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-

benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh Pejabat Pengelola 

Barang Bukti (PPBB). 

Dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 

tentang tata cara pengelolaan barang bukti dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam Pasal 21 menyatakan : 

1. Pengeluaran barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang untuk 

dimusnahkan, dilakukan setelah mendapat surat penetapan dari Ketua Pengadilan 

Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan surat perintah pemusnahan dari atasan 

penyidik. 

2. Surat perintah pemusnahan dari atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dikeluarkan oleh : 

a. Direktur IV Narkoba/Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri pada tingkat Mabes 

Polri; 

b. Direktur Reserse Narkoba pada tingkat Polda; 

c. Kapolwil/Kapolwiltabes pada tingkat Polwil/Polwiltabes; 

d. Kapoltabes/Kapolres/tro/ta pada tingkat Poltabes/Polres/tro/ta; dan 

e. Kapolres/tro/ta pada tingkat Polsek/tro/ta. 

3. Terhadap pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua 

Pengelola Barang Bukti harus melakukan prosedur sebagai berikut : 

a. Memeriksa dan meneliti surat perintah dan penetapan pemusnahan barang bukti; 

b. Membuat berita acara serah terima yang tembusannya disampaikan kepada atasan 

penyidik dan tersangka; dan 

c. Mencatat dan mencoret barang bukti tersebut dari daftar yang tersedia. 

4. Sebelum pelaksanaan pemusnahan, barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

wajib disisihkan untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan laboratories yang dicatat 

dalam buku register yang tersedia. 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan teorekenbaardheid 

atau criminal responsibility, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan 

apakah seorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap 

tindakan yang dilakukannya. Apabila ternyata bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu 

bertanggung jawab maka dapat dipidana. 

Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak 
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berbentuk kesengajaan atau kealpaan selanjutnya apakah tindakan terdakwa tersebut ada alasan 

pembenar dan pemaafnya atau tidak. Untuk menentukan pemidanaan kepada pelaku tindak 

pidana haruslah dibuktikan dengan unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang 

2. Terdapat kesalahan pada pelaku 

3. Tindakannya bersifat melawan hukum 

4. Tindakan itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang 

5. Sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-

Undang 

Dari kasus diatas, penyidik sebagai anggota Polri seharusnya menangkap, menahan, 

menggeledah dan menyita tetapi dalam kenyataannya penyidik melakukan penggelapan 

terhadap barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika. Hal ini sesuai dengan pasal 372 KUHP 

yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda 

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 

kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 

denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. 

Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang 

menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah 

untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. 

Dalam Pasal 417 KUHP menyatakan “Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas 

menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja 

menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barang-barang 

yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan dimuka penguasa yang berwenang, 

akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan 

orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai 

barang-barang itu, atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima tahun enam bulan”. 

 

Permasalahan 

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana 

penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan tindak 

pidana penggelapan barang bukti hasil kejahatan tersebut? 

 

 

Pembahasan 

A. Proses Penyidikan Terhadap Penyidik Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan 

Barang Bukti Hasil Kejahatan Berupa Narkotika 

 

Penyelanggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak 

hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, 

penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan. Atau 

dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang 

berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.  

Nampaknya terdapat kesepakatan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana di berbagai 

Negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan 

(Prevention of Crime) baik jangka pendek, resosialisasi pelaku kejahatan, jangka mencegah, 

pengadilan kejahatan, maupun dalam jangka panjang, kesejahteraan sosial.  

Dalam rangka mencapai tujuan yng demikian ini masing-masing petugas hukum diatas, 

meskipun tugasnya berbeda-beda, harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja 

masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena, 

seperti diketehahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu 
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keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.
4
 

Di berbagai Negara telah dikembangkan berbagai sistem penyelenggaraan peradilan 

pidana dalam rangka mencapai tujuan yang disebut diatas. Perkembangan sistem peradilan 

pidana sudah sejak abad ke-13 dimulai dieropa dengan diperkenalkan dan dianutnya sistem atau 

model “inquistoir” sampai dengan awal pertengahan abad ke-19.
5
 

Proses penyelenggaraan peradilan pidana dalam raangka penyelesaian perkara pidana 

berdasarkan sistem ini dimulai dengan adanya inisiatif dari penyidik atas kehendak sendiri 

untuk menyelidiki kejahatan. Cara penyelidikan dan pemeriksaan yang demikian ini ditempuh 

secara rahasia. Tahap pertama yang dilakukan oleh penyelidik ialah meneliti apakah suatu 

kejahatan telah terjadi, dan kemudian mengadakan identifikasi terhadap pelaku atau para 

pelakunya. Apabila orang yang diduga melakukan kejahatan itu telah diketahui dan ditangkap, 

tahap kedua dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Pada tahap ini si 

pelakku ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain 

ataupun keluarganya, dimana pemeriksaan terhadap dirinya maupun terhadap saksi atau saksi-

saksi dilakukan secara terpisah. Perbuatan apa yang dituduhkan terhadap si pelaku tidk 

diberitahukan kepadanya. Satu-satunya tujuan pemeriksaan waktu itu adalah usaha untuk 

memperoleh pengakuan (confession) dari si pelaku apabila kejahatan yang dituduhkan secara 

sukarela tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan, dan ternyata setelah bukti berhasil 

dikumpulkan menimbulkan dugaan yang kuat akan kesalahannya, maka petugas pemeriksa akan 

memperpanjang penderitaan si pelaku kejahatan melalui cara penyiksaan (torture) sampai 

diperoleh pengakuan.
6
 

Setelah petugas pemeriksa selesai dengan tugasnya, maka ia menyerahkan hasil 

pemeriksaannya kepada pengadilan, yang selanjutnya pengadilan dalam memeriksa perkara 

tersangka yang diajukan itu hanya atas dasar hasil pemeriksaan sebagaimana yang tercantum 

didalam berkas. Penuntut umum pada waktu itu tidak memiliki peranan yang berarti dalam 

proses penyelesaian perkara, khususnya dalam pengajuan, pengembangan lebih lanjut, atau 

dalam penundaan perkara yang bersangkutan. Selama berlangsung pemeriksaan, terdakwa tidak 

dihadapkan kemuka persidangan dan dilakukan secara tertutup. Pada waktu itu tidak ada 

kemungkinan terdakwa didampingi oleh seorang pembela. Demikianlah gambaran proses 

peradilan pidana yang terjadi pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-19.
7
 Tampak disini 

bahwa proses penyelesaian perkara pidana pada waktu itu demikian singkat dan sederhana dan 

tidak tampak sekali perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia yang tersangkut dalam 

perkara pidana. 

Perkembanan selanjutnya, sebagai akibat timbulnya gerakan revolusi prancis, maka 

sistem atau model inquistoir ini tidak mendapat “pasaran” lagi dalam rangka proses peradilan 

pidana, dan pada waktu itu muncullah bentuk atau model baru, sebagai pengganti bentuk atau 

model inquistoir, yaitu apa yang disebut the mixed type yang menggambarkan suatu sistem atau 

model yang belakangan ini diprakarsai oleh kaum cendekiawan eropa.
8
 

The mixed type ini, dalam rangka proses peradilan pidana menunjukkan hal-hal sebagai 

berikut:
9
  

1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan 

Pada tahap ini pada dasarnya mempergunakan model atau sistem inquistoir, akan tetapi 

proses peeriksaan dapat dilakukan oleh the public prosecutor dan dalam pelaksanaan 

pemeriksaan ini terdapat seorang investigating judge atau “pejabat” yang tidak 

“memihak” yang ditunjuk untuk menyelidiki dan melaksanakan pengumpulan bukti-
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bukti. 

Berbeda halnya dengan sistem atau model inquisitoir, terdakwa atau tersangka dan 

penasehat hukumnya memperoleh hak yang tidak terbatas untuk meneliti berkas 

perkara. Dari gambaran tersebut dapat dikatakan bahwa proses penemuan bukti-bukti 

dilakukan secara terbuka.  

2. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan 

Setelah pemeriksaan tahap pendahuluan selesai, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan di 

pengadilan. Pemeriksaan disini dilandaskan pada sistem atau model accusatoir, dan 

dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada public prosecutor yang harus 

menentukan apakah perkara pidana akan diteruskan ke pengadilan. 

Dengan melandaskan pada sistem atau model accusatoir, peradilan dilakukan secara 

terbuka dimana para pihak (terdakwa dan penuntut umum) memperoleh hak dan 

kesempatan yang sama untuk saling mengajukan argumentasi dan berdebat. Pada tahap 

persidangan ini, semua bukti yang berhasil dikumpulkan pada tahap pemeriksaan 

pendahuluan, diajukan oleh para pihak dan diuji kembali kebenarannya. Pelaksanaan 

pengujian kembali ini dilaksanakan oleh hakim profesional khusus untuk keperluan 

tersebut. Ia tidak hanya aktif mengajukan pertanyaan kepada saksi atau saksi-saksi, 

melainkan juga ia mempunyai kewajiban mengembangkan semua permasalahan yang 

relevan dengan surat dakwaan, bahkan apabila dianggap perlu, ia dapat mendengar dan 

memperhatikan bukti-bukti yang tidak secara formal diajukan oleh para pihak. 

Gambaran mengenai proses-proses peradilan yang berlandaskan sistem atau model mixed 

type ini dianut di daratan Eropa sejak pertengahan abad ke-19, dimana tidak lagi dianut 

sistem inquistoir sesungguhnya (murni) sebagaimana yang diterapkan pada abad ke-13 

sampai dengan awal pertengahan abad ke-19. 

Menurut Lon L.Fuller
10

, di Amerika Serikat, filsafah tentang peradilan terungkap dengan 

“The adversary system” (sistem perlawanan). Dalam arti suatu konsep tentang 

bagaimana pemeriksaan perkara di pengadilan harus berlangsung, suatu pandangan 

diatas peranan-peranan yang harus dimainkan oleh pengacara, para hakim dan dewan 

juri dalam mengambil suatu keputusan tentang suatu kasus. Selanjutnya dijelaskan 

bahwa adanya suatu keharusan untuk secara jelas membedakan fungsi pengacara di sisi 

lain pemutusan perkara ada pada hakim dan dewan juri. 

Advesary model atau advesary system adalah merupakan suatu sistem perlawanan yang 

dikenal di Amerika Serikat, sistem ini berlandaskan kepada falsafah individual dalam 

pertumbuhan masyarakat Amerika. 

Model peradilan di amerika serikat adalah advesary model, dalam model ini dasar 

pemikiran yang melandasi sistem peradilan pidana adalah pertentangan kepentingan 

yang tidak dapat dipertemukan antara Negara yang diwakili oleh jaksa dan polisi 

dengan individu-individu/pribadi-pribadi yang diwakilkan oleh pelaku tindakan pidana 

beserta pengacaranya. Tujuan proses peradilan pidana dalam hal ini adalah 

perlindungan terhadap kepentingan Negara dalam bentuk penekanan terhadap tingkat 

kejahatan dan nilai-nilai dasar ini dilengkapi dengan asumsi dasar bahwa pelaku tindak 

pidana pada hakekatnya merupakan musuh masyarakat. Diantara dua kepentingan 

tersebut diatas tidak ada keharmonisan (disharmonis) sehingga fungsi dari pidana adalah 

pengasingan (exile). Karena yang disebut pelaku tindak pidana pada dasarnya species 

(bentuk khusus) dari manusia yang lain berbeda dengan manusia yang lainnya. 

Menurut Romli Atmasasmita
11

 yang mengutip M.Damaska, advesary model penganut 

prinsip sebagai berikut: 

1. Proses peradilan pidana harus merupakan “sengketa” diputus antara kedua belah pihak 

(tertuduh dan penuntut umum) dalam kedudukan yang sama dimuka peradilan. 
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2. Tujuan utama prosedur sebagaimana dimaksud diatas adalah menyelesaikan “sengketa” 

(dispute) yang timbul disebabkan karena timbulnya kejahatan. 

1. Penggunaan cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (pleadings) dan adanya lembaga 

jaminan dan perundingan bukan hanya merupakan keharusan, melainkan justru 

merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan cara demikian justru 

memperkuat eksistensi status “kontes” antara pihak yang berperkara (tertuduh dan 

penuntut umum) secara akurat memberikan batas ukuran permainan dalam pelaksanaan 

sistem peradilan pidana. 

2. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas; peran penuntut umum 

adalah melakukan penuntutan; peranan tertuduh adalah menolak dan menyangkal 

tuduhan. Penuntut umum bertugas menetapkan fakta mana saja yang akan 

dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut, tertuduh bertugas 

menetapkan fakta mana yang akan diajukan dipersidangan yang akan dapat 

menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti lain sebagai penunjang 

fakta dimaksud. 

Dari uraian diatas tampak bahwa peranan hakim dalam sengketa (dispute) tersebut 

adalah mengamati para kontestan sebagai wasit yang tidak memihak agar para pihak dapat 

memenuhi segala peraturan mengenai jalannya persidangan. Hakim baru akan berperan aktif 

apabila salah satu pihak mengajukan keberatan atas argumentasi atau cara yang dipergunakan 

oleh pihak lain dalam menunjang fakta yang diajukan dimuka sidang. Sistem peradilan pidana 

menurut sistem ini akan menyangkut banyak peraturan mengenai hal-hal yang bersifat tekhnis 

procedural yang dianggap layak oleh para pihak. Dilain pihak non advesary system/model 

dianut prinsip: 

1. Proses pemeriksaan harus bersifat formal dan berkesinambungan serta dilaksanakan atas 

dasar praduga bahwa kejahatan telah dilakukan (presumption of guilt). 

2. Tujuan utama prosedur diatas adalah untuk memantapkan apakah suatu perbuatan 

merupakan pidana dan apakah penjatuhan hukuman dapat dibenarkan karenanya. 

3. Penelitian terhadap fakta yang diajukan oleh pihak (penuntut umum dan tertuduh) oleh 

hakim dapat berlaku dengan hak terbatas dan tidak tergantung atas atau tidak 

memperoleh izin para pihak (penuntut umum dan tertuduh). 

4. Kedudukan masing-masing pihak tidak lagi otonom atau sederajat. 

5. Semua sumber informasi  yang dapat dipercaya dapat dipergunakan untuk kepentingan 

pemeriksaan pendahuluan ataupun persidangan. 

Tujuan penyidikan adalah untuk membuat agar penyidikan tersebut dapat efektif dan 

efisien. Efektif dan efisien ini berlangsung dalam suatu kerangka berpikir utama yaitu 

menjunjung tinggi HAM dan prosedural hukum yang ada. Penyidikan itu sendiri dapat 

diterjemahkan sebagai hukum  penyidikan, karena didalam suatu proses penyidikan ada banyak 

terkandung berbagai ilmu yang merupakan landasan berpikir dalam mengambil suatu keputusan 

untuk menetapkan suatu kasus yang dilaporkan adalah tindak pidana, kemudian menentukan 

pasal, mencari dan menentukan barang bukti hingga kepada tahap mengambil keputusan untuk 

mengambil keputusan untuk menjadikan seorang tersangka dan apakah perlu melakukan 

penahanan atau tidak. 

Pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur daalm undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. Bila kita bandingkan pengertian manajemen sebagai proses dan penyidikan 

terlihat adanya kemiripan unsur. Pada penyidikan unsur utamanya adalah untuk mencari dan 

mengumpulkan barang bukti serta menemukan tersangka sedangkan secara umum manajemen 

bertujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi dimana manajemen tersebut difungsikan. 

Berdasarkan hal tersebut penggunaan istilah manajemen penyidikan merupakan perluasan dari 

arti penyidikan itu sendiri. Tujuan dari penyidikan adalah menggabungkan unsur tersebut 

sehingga penyidikan tersebut dapat beerjalan dengan efektif dan efisien. Efektif dilihat dari segi 

akibat yang terjadi kalau efisiensi dillihat dari segi kehematannya dalam prosesnya baik waktu, 
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tenaga, materi dan sebagainya.
12

 

 

 Terkait dengan kasus penyimpangan yang dilakukan reserse narkoba selaku penyidik 

kasus narkotika yang dijadikan tersangka atas kasus penggelapan barang bukti narkotika 200 

gram jenis shabu, Menurut Arizal Gumay selaku Propam di Polresta Palembang menyatakan 

bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap penyidik tetap dilakukan baik menyangkut 

pidananya, pelanggaran disiplin Polri maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri seperti yang 

tercantum dalam pasal 17 yaitu setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi 

moral yang dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan yang menyatakan 

tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi.
13

 

 Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kode Etik Profesi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia merupakan bentuk-bentuk sanksi moral yang penerapannya tidak 

secara kumulatif, namun sanksi moral tersebut terumus dari kadar sanksi yang teringan sampai 

dengan kadar sanksi terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan 

dalam Sidang Komisi. Pernyataan penyesalan secara terbatas, yang dimaksud adalah pernyataan 

meminta maaf secara langsung baik lisan maupun tertulis oleh terperiksa kepada pihak ketiga 

yang dirugikan atas perilaku terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan atas perilaku 

terperiksa.
14

 

Pernyataan penyesalan secara terbuka, yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta 

maaf secara tidak langsung oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan melalui media 

masa. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, yang dimaksudkan 

adalah anggota Polri yang telah terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri sebanyak 

2 (dua) kali atau lebih melalui putusan Sidang komisi Kode Etik Polri, kepadanya diwajibkan 

untuk mengikuti penataran atau pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan 

Polri. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan Profesi Kepolisian, yang 

dimaksudkan adalah pelanggar dianggap tidak pantas mengemban profesi kepolisian 

sebagaimana diatur dalam rumusan tugas dan wewenang kepolisian pada pasal 14, 15, dan 16 

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002, sehingga Ketua Sidang Komisi dapat menyarankan 

kepada Kasatker setempat agar pelanggar berikan sanksi administrative berupa Tour of duty, 

Tour of area, Pemberitahuan dengan hormat, atau Pemberhentian tidak dengan hormat.
15

 

 

B. Pertanggungjawaban Pidana Penyidik yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan 

Barang Bukti Hasil Kejahatan Berupa Narkotika 

 Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan 

sesuatu perbuatan yang termasuk dalam perumusan Undang-Undang hokum pidana sebagai 

perbuatan pidana, belumlah berarti ia langsung dipidana, ia mungkin dipidana, tergantung pada 

kesalahannya.
16

 

Vos menjelaskan bahwa tanpa sifat melawan hukumnya perbuatan adalah tidak 

mungkin dianggap sebagai suatu kesalahan, namun sebaliknya sifat melawan hukumnya 

perbuatan mungkin tanpa adanya kesalahan.
17

 

Menurut Roeslan Saleh, tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan  tata 

atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum dengan syarat utama dari adanya perbuatan 

pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
18
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Pengertian diatas selaras dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada 

suatu perbutan boleh dihukum, melainkan ada Undang-Undang terdahulu daripada perbuatan 

itu. Selanjutnya menurut B.I.T Tamba unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut :
19

 

3. Perbuatan manusia (menselijke handeling); dengan perbuiatan (handeling) disini bukan 

saja berbuat (het doen) tetapi juga tidak berbuat (natalen). 

4. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. 

5. Terdapat unsur-unsur kesalahan yang ada hubungannya dengan berbuat atau tidak 

berbuat tersebut. 

6. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 Antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan erat. Tak 

mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Orang 

yang telah melakukan suatu tindak pidana belum berarti ia dapat dipidana. Ia harus 

mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, inilah yang dimaksud 

dengan tanggung jawab pidana atau criminal responsibility.  

 Pemikiran tentang kesalahan (schuld) sangat erat hubungannya dengan kejahatan yang 

dilakukan manusia alamiah. Hal ini karena dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila 

orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan 

hukum.meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang dan 

tidak dapat dibenarkan, namun hal trsebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. 

Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu 

mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Dengan perkataan lain orang tersebut 

harus dilihat dari sudut perbuatannya, dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang 

tersebut. 

 Untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidanan harus memenuhi syarat bahwa perbuatan 

yang dilakukan seseorang atau badan hokum telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam 

rumusan pasal. Sedangkan untuk dapat dipidananya seseorang harus mampu bertanggungjawab. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Moeljatno bahwa “……...dalam perbuatan pidanan yang 

menjadi pusat dalam pertanggungjawaban adalah orang yang melakukan perbuatan”.
20

 Dasar 

mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 KUHP). Berbeda dengan 

mengenai dapat dipidanya seseorang. Ketika terjadinya tindak pidana, haruslah dilihat apakah 

seseorang tersebut mempunyai kesalahan dan terhadap kesalahannya itu apakah ia dapat 

dipertanggungjawabkan sebagaimana yang disebutkan diatas. Inilah sebenarnya yang melandasi 

perubahan paradigma pemikiran asas dari “tiada pidana tanpa kesalahan” menuju “tiada 

pertanggungjawaban pidanan tanpa kesalahan”. 

 Unsur kesalahan itu sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Untuk adanya 

pemidanaan harus ada kesalahan pada si pelaku. Asas tiada pidana tanpa kesalahan yang telah 

disebutkan tadi mempunhyai sejarah sendiri. Dalam ilmu hukum pidanan dapat dilihat 

pertumbuhan dari hukum pidana yang menitik beratkan kepada perbuatan orang beserta 

akibatnya (tatstrafrecht) kearah hukum pidanan yang berpijak pada orang yang melakukan 

tindak pidana (taterstrafrecht) tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari tatstrafrecht. Dengan 

demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut pula sebagai schuldstrafrecht, 

artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pelaku.
21

  

 Adakalanya orang telah melakukan perbuatan pidana, namn setelah 

dipertanggungjawabkan kepadanya perbuatan tersebut, ternyata ia tidak mempunyai kesalahan 

sehingga ia tidak dijatuhi pidana. Dasar dari tidak memidana orang tersebut adalah asas diatas. 

Menurut Roeslan Saleh, sebab orang tersebut tidak dipidana padahal ia telah melakukan 

perbuatan pidana, antara lain:
22
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1. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu belum mengerti atau belum 

menginsyafi maksud perbuatan yang dilakukan. Misalnya suatu perbuatan pidana yang 

dilakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur dimana pertumbuhan jiwa dan 

fungsi batinnya belum sempurna.  

2. Orang gila yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, menurut hokum positif hal ini 

dikarenakan pertumbuhan jiwanya yang cacat atau adanya gangguan terhadap jiwanya.  

3. Orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-

undangan dan ia mengerti serta menginsyafi tentang makna senyatanya dari perbuatan 

yang dilakukannya itu. Tetapi ia tidak dapat mengambil tindakan lain dikarenakan 

kondisinya yang terpaksa dimana fungsi batinnya yang sangat juga tertekan. Sebagai 

contoh, seorang dokter yang diancam dengan todongan pistol, harus memberikan surat 

keterangan yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan, maka dalam 

mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, ia tidak dapat dipidana walaupun ia 

diancam telah melakukan perbuatan pidana yaitu “dengan sengaja membarikan surat 

keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit”.  

4. Dengan demikian, orang dianggap memiliki kesalahan apabila pada waktu melakukan 

perbuatan pidana itu, dia dapat berbuat lain selain daripada perbuatan tercela tersebut. 

Dengan kata lain, perbuatan pidana itu ditinjau secara objektif adalah tercela. Ditinjau 

secara subjektif, dilihat dari si pelakunya juga tercela, karena dalam keadaan tertentu ia 

dapat berbuat lain selain dari apa yang telah dilakukannya.
23

 

Schuld itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan 

tindak pidana. Jika orang yang bersalah melakukan perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu 

dapat dicelakan kepadanya. Pencelaan disini bukannya pencelaan berdasarkan kesusilaan 

melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Namun demikian untuk adanya 

kesalahan harus ada pencelaan etis, betapapun kecilnya. Setidak-tidaknya pelaku dapat dicela 

karena tidak menghormati tatanan dalam masyarakat, yang terdiri dari sesama hidupnya dan 

yang memuat segala syarat untuk hidup bersama. Pernyataan bahwa kesalahan itu mengandung 

unsur etis (kesusilaan) tidak boleh dibalik. Tidak senantiasa orang melakukan perbuatan atau 

orang yang tidak menghormati tata ataupun kepatuhan dalam masyarakat atau melakukan yang 

dapat dikatakan tidak susila itu, dapat dikatakan tidak bersalah, dalam arti dapat dicela menurut 

hukum.
24

 

Asas kesalahan (geen straf zonder schuld) merupakan asas yang fundamental dalam 

pemidanaan. Meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tidak selalu dipidana. Orang yang 

melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila orang itu mempunyai kesalahan atau 

dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. 

Bentuk kesalahan (schuld) dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesengajaan dan kealpaan 

(schuld dalam arti sempit).
25

 Kesalahan sebagai suatu kesengajaan dibedakan menjadi beberapa 

bagian, antara lain :
26

 

1. Dengan maksud (het met oogmerk). Disebutkan juga dolus directus (sebab memang 

akibat perbuatannya itu diharapkan timbul atau agar peristiwa pidana itu sudah terjadi). 

2. Dengan kesadaran, dibagi menjadi dua bagian yakni dengan kesadaran sebagai suatu 

keharusan atau kepastian (als zekerheids bewustzijn). Bahwa akibat atau perbuatannya 

sendiri terjadi; dan dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja (als 

mogelijkheids bewutzijn). 

3. Kesengajaan bersyarat (dolus eventualis). Hal ini diartikan sebagai perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja dan ia mengetahui yang mengarah kepada suatu kesadaran 

bahwa akibat yang dilarang kemungkinan yang ntidak dapat diabaikan itu diterima 

dengan begitu saja atau dolus eventualis. Soedarto menyebutkan dengan teori apa boleh 
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buat. Sebab keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yakni : akibat itu sebenarnya 

tidak dikehendaki; dan walaupun tidak dikehendaki, namun apabila terjadi maka apa 

boleh buat harus diterima.
27

 

Suatu pengertian tentang batal demi hukum yaitu jika terdapat alasan pemaaf yang 

dimaksud dengan alasan pemaaf menurut teori hukum adalah alasan yang menghapus 

kesalahan, kalau ada alasan yang menghapus kesalahan (alasan pemaaf) maka masih ada 

perbuatan pidana, tetapi orangnya tidak dipidana (tidak dapat dipertanggungjawabkan) dampak 

yang terjadi akibat adanya alasan pemaaf bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana 

adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi bersifat melawan hukum. Jadi tetap 

merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. 

Dalam hal penyidik yang melakukan penyimpangan berupa penggelapan terhadap 

barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, hal 

ini dinyatakan pada Pasal 374 KUHP, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai 

barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.  

Tindak pidana penggelapan ini mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Unsur subjektif : 

a. Dengan sengaja atau opzettelijk. 

2. Unsur objektif : 

a. Barang siapa 

b. Menguasai secara melawan hukum 

c. Suatu benda 

d. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain 

e. Berada padanya bukan karena kejahatan 

Bentuk pokok pembentuk Undang-Undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau 

opzettelijk sebagai salah satu unsur didalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja 

merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang 

melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dan dengan 

sendirinya unsur opzettelijk harus didakwakan didalam surat dakwaan, dan karena unsur 

tersebut didakwaan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di 

siding pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.
28

 

Sedangkan unsur objektif yang melekat dalam tindak pidana penggelapan mempunyai 

unsur menunjukkan orang yang memenuhi semua unsur dalam melakukan tindak pidana 

sehingga dapat disebut sebagai pelaku yang menguasai suatu benda secara melawan hukum 

sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berada padanya bukan karena kejahatan namun 

disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 

Apabila penyidik yang melakukan penyimpangan tersebut terbukti melakukan tindak 

pidana maka diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada pasal 374 penggelapan 

tersebut. Selain sanksi pidana terhadap penyidik juga dikenakan sanksi berupa sanksi sesuai 

dengan kode etik Pegawai Badan Narkotika Nasional yaitu melalui peroses pelanggaran disiplin 

dan diajukan ke siding Disiplin Pegawai dengan ancaman hukuman sebagai berikut :
29

 

1. Teguran Tertulis 

2. Penundaan Pendidikan paling lama 1 Tahun 

3. Penundaan gaji berkala 

4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun 

5. Mutasi bersifat demosi 

6. Pembebasan dari jabatan 
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7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari 

Selanjutnya, di peroses pelanggaran Kode Etik Profesi dan diajukan ke sidang Komisi 

Kode Etik Polri. Syaratnya pelanggar melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 

tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sanksi 

administrasi Rekomendasi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat). Pertanggungjawaban 

pidananyapun tentunya terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses 

peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 

penyidik atau pelanggar tersebut harus menjalani hukuman yang diputuskan terhadapnya.
30

  

Dengan demikian pertanggungjawaban pidana yang melakukan penyimpangan berupa 

penggelapan barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika dipidana sesuai dengan pasal 374 

KUHP dan selain itu dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Kode Etik Kepolisian. 

 

 

Kesimpulan 

 Proses penyidikan terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan berupa 

penggelapan terhadap barang bukti hasil kejahatan berupa narkotika tetap dilakukan melalui 

mekanisme Peradilan Pidana. Proses penyidikannya dilakukan oleh Propam tidak seperti Kasus 

biasa dimana penyidiknya merupakan penyidik Polri. Baik proses penyidikan yang menyangkut 

pidananya, pelanggaran disiplin Polri maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Polri seperti yang 

tercantum dalam pasal 17 yaitu setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi 

moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi secara tertulis kepada terperiksa, 

dimana sanksi moral tersebut bisa berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti 

atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik 

Profesi Polri. 

1. Pertanggungjawaban pidananya, penyidik yang melakukan penyimpangan tersebut 

terbukti melakukan tindak pidana maka diberikan sanksi pidana sesuai dengan 

ketentuan pada pasal 374 tersebut. Selain sanksi pidana terhadap penyidik juga 

dikenakan sanksi berupa sanksi sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian yaitu 

melalui proses pelanggaran disiplin Polrinya dan diajukan ke sidang Disiplin Polri. 

2. Selanjutnya, diproses pelanggaran Kode Etik Profesi dan diajukan ke sidang Komisi 

Kode Etik Polri. Syaratnya pelanggar melakukan tindak pidana dengan ancaman 

hukuman 4 tahun atau lebih dan telah diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap, sanksi administrasi Rekomendasi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat). 

Pertanggungjawaban pidananyapun tentunya terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran 

pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap, penyidik atau pelanggar tersebut harus menjalani 

hukuman yang diputuskan terhadapnya. 
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